
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORA.'A

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KAE}UPATEN TAHUN 2026.2046

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORA"IA,

BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWES] SELATAN

a. bahwa pembangunan industri Daerah merupakan bagian
dari pembangunan industri nasional yang dikembangkan
berdasarakan prinsip demokrasi ekonomi demi
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa sektor industri merupakan salah satu sektor yang
mampu mendorong perekonomian Daerah Kabupaten
Tana Toraja yang memiliki potensi sumber daya atam,
sehingga pembangunan industri perlu direncanakan agar
lebih terarah dan tepat sasaran;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat {4) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
Rencana Pembangunar Industri Kabupaten ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten Tahun 2026-20 46 ;

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
l€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 68, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tal].ur 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Mengingat
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Menimbang
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4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2Ol4 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahal L€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 terrtarlg Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan tfmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Ta:nbahan t embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2O26 tentang Penyesuaiar pidana
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
l, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);

6. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 terltang
Kabupaten Tana Torqja Di Provinsi Sulawesi Selatan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
333, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7O84)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Talun
2015-2035 (kmbaran Negara RepubLik Indonesia Tahun
2015 Nomor 46, Tambahan l€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5671);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Nomor 110/M-IND/PER/12l2Ol5, tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan
Rencala Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011-2031 (I€mbaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 12);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (lembaran Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2025 Nomor l, Tambahan lcmbaral
Daerah Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor4ja Nomor 5 Tahun
2024 Lentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang l
Daerah Tahun 2C.25-2C,45 llembaran Daerah Kabuoaten I
Tara Toraja "fahun 2024 Nomor 5, Tambahan l*^;**rf
Daerah Nomor 38).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORA.IA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Torqia.

2. Bupati adalah Bupati Tana Tor4ja.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakiLar rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
da.lam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubtik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

4. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tana Toraja Tahvltr 2026-2046
yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi dan program pembangunan industri daerah untuk jangka
waktu 2O (dua puluh) tahun.

5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah baharr
baku dan/atau memanlaatkan sumber daya industri sebingga
menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih
tinggi, termasuk jasa industri.

6. Industri Unggulan Daerah, yaitu industri unggulan yang berperan besar
sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di masa yang akan
datang.

7. Industri Menengah adalah industri yarlg mempekerjakan paling tinggi 19
(sembilan belas) orang dan investasi paling sedikit 1 (satu) milyar rupiah
atau industri yang mempekelakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan
investasi paling banyak 15 (lima belas) miliar.

8. Industri Kecil adalah industri yang mempekerjakan paling tinggi 19
(sembilan belas) orang dan investasi kurang dari 1 (satu Industri) mitiar,
tidak termasuk tanah dan bangunan.

9. Industri Kerajinan yaitu industri yang menghasilkan output dari
pemanfaatan kreativitas, keahtian dan bakat individu untuk penciptakan
nilai tambah, lapangan pekedaan dan peningkatan kualitas hidup.

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2026.2046.
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10. Sentra lndustri Kecil darl Industri Menengah adalah lokasi pemusatan
kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk
sejenia, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakal proses
produksi yang sama, dilengkapi sarala dan prasarana penunjang yang
dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta
dikelola oleh suatu pengurus professional.

11. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahal yang
diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang
wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai urrsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang meniadi kewenangar Daerah otonom.

13. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DpRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahar yang menjadi kewenangal Daerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencala keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibalas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DpRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

15- Rencana Pembangunan Jangka Panjarrg Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2026 sarnpai dengan 2046,
yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang
Kabupaten Tana Tora-ja.

16. Rencana Pembangunal Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
{lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa
jabatan kepala Daerah.

17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur pola ruang
Kabupaten Tana Toraja.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud RPIK Tahurr 2026-2046 ad.^lah
a. pedoman bagi Perangkat Daerah darl pelaku industri dalam perencanaan

pembangunan industri;
b. pedoman dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaal pembangunan

artar Perangkat Daerah, provinsi, Kementrian/Lembaga dan pemangku
kepentingan terkait lainnya; dan

c. informasi dalam mengga.talg dukungan masyarakat dan kontrol sosial atas
pelaksanaan pembangunan industri. t
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Pasal 3

Tujuan yang akan dicapai dalam RPIK Tahun 2026-2046 yatlu:
a. menetapkan viai, misi, tujuan, sasararl, strategi, dan program pembangunan

Industri Daerah Tahul 2026 -2O 46 t

b. mewujudkan pembangunan Industri Daerah yang merupakan bagian dari
pembalgunan Industri Nasional;

c. mewujudkan Industri Daerah yarrg mandiri, berdaya saing dan berwawasan
Iingkungar;

d. mewujudkan Industri Daerah sebagai satah satu sektor yang membuka
kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan

e. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah
penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan
masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Industri Unggular Daerah;

b. jangka waktu RPIK;

c. pelaksanaan;

d. pembalgunan sarana dan prasarana industri Daerah;
e. perwilayahan lndustri Daerah;

i pemberdayaal lndustri Kecil dan Industri Menengah;
g. peran serta masyarakat;
h. Pembinaan dan Pengawasan; dan
i. Pendanaan.

BAB III
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

(1) Industri Unggulal Daerah yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi
Daerah terdiri ataa:

a. Industri pengolahan kopi;
b- Industri pengolahan markisa dan tamarillo;
c. Industri pengolahan dan prcduk makanan berbahan beras, jagung,

kacang kedelai, ubi kayu dan ubi jalar;
d, Industri produk dan sediaan farmasi dan kosmetik berbasis herbal;
e. Industri pertenunan dan batik toraja;
f. Industri Kera-iinan dan asesoris berbahan manik;
g. Industri kerajinan ukiran;
h. Industri anyaman; dan

i. Industri perkakas dan alat pertanian.

(2) Selain lndustri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (il /
dapat pula dikembangkan jenis Industri lainnya, sesuai potensi dan f
kondisi Daerah.
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(3) Ketentuan lebih laljut mengenai Industri Unggulan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), akan dijabarkan dalam Roadmap (peta jalan) yang
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
JANGKA WAKTU RPIK

Pasal 6

(1) RPIK ditetapkan untuk jangka wal..tu 20 (dua puluh) tahun mulai tahun
2026 sampai dengan tahun 2046.

(2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5
(lima) tahun.

Pasal 7

(1) RPIK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.babi : pendahuluan;

b. bab ii : kondisi Daerah terkait dengan pembangunan Industri;

c. bab iii ; visi dan misi pembalgunan Daerah serta tujuan dan sasaran

pembangunan Industri Daerah ;

d. bab iv : strategi dan program pembangunan lndustri Daerah; dar
e. babv : penutup.

(2) RPIK sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) tercantum dalam l,ampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAII V
PELAKSANAAN

Pasal 8

RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sejalan dengan RPJPD, RPJMD
dar RTRW.

Pasal 9

(l) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program
pembangunan Industri di Daerah.

(2) Dalam melaksanakal program pembangunan Industri di Daerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Pemerintah Daeral dapat
bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait.

(3) Pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi:
a. pemerintah pusat;

b. pemerintah provinsi Sulawesi Selatan;
c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
d. lembaga penelitian dan pengembangan;

e. lembaga pendidikan dan pelatihan;
f. perguruan tinggi;

I
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g. lembaga masyarakat;
h. lembaga donor;
i. perusahaan badan usaha milik negara, badan

Daerah, badan usaha milik desa, atau koperasi; dan
j. perusahaan swasta.

usaha milik

terkait
dengan
tentang

(4) Penyelenggaraan keijasama dengan pemangku kepentingan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai
ketentuan peratural perundang-undangan yang mengatur
kerjasama Daerah.

Pasal 10

{l) Pembangunan Industri di Daeral sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 9
didukung oleh sumber daya lndustri.

(2) Sumber daya tndustri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembangunan sumber daya malusia Industri;
b. pemanfaatan, penyediaan da'rl penyaturan sumber daya alam;
c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi Industri;
d- F,engembangan dan pemanfaatal kreatifitas dan inovasi; dan
e. pembiayaan Industri.

BAE} VI

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI DI DAERAH

Pasal 1 1

(1) Pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
didukung oleh sarana dan prasarana Industri.

(2) Sarana dan prasarana Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. penyediaan intsastruktur Industri; dan
b. sistem informasi Industri nasional.

(3) lnfrastruktur Industri sebagaimara dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. lahan lndustri;
b. energi listrik;
c. sumber daya air;
d. perhubungan;

e- telekomunikasi; dan
f. sanitasi dan pengelolaan lingkungan.

BAB VII

PERWTLAYAHAN INDUSTRI DAERAH

Pasal 12

(1) Dalam rangka penataan pembangunan Industri di Daerah dilaku
perwilayahan Industri.

u^l



(2) Perwilayahan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
a. Kawasan Peruntukan Industri; dan

b. Sentra Industi Kecil dan Industri Menengah

BAB VIII

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Pasa.l 13

8

(1) Dalam pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah memperhatikan
pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah.

(2) Pemberdayaan lndustri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kela dan

pendapatan masyaralat secara lebih merata;
b. mewujudkan struktur Industri yang kuat, ditandai dengan tingginya

keterkaitan antara Industri Kecil dengal Industri Menengah dan
Industri Besar;

c. mengembangkan Industri Kecil dan Industri Menengah yang berbasis
pada hasil karya intelektual, ya:rg ditandai dengan meluasnya
penggunaan riset, teknologi dan inovasi ditunjarg dengan
perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi;

d. meningkatkan persebaran lndustri Kecil dan Industri Menengah di
pedesaan yallg akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan,
dan pertumbuhan ekonomi Daerah, serta memperkecil kesenjangan
sosial antar wilayah pedesaan;

e. meningkatkan ekspor produk Industri Kecil dan Industri Menengah,
baik dalam nilai maupun dalam ragam jenis produk yang semakin
bergeser kearah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi
dan bernilai tinggi; dan

f. mewujudkan upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui
kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bemilai ekonomis, ditandai
dengan lestarinya berbagai produk seni dan budaya sekaligus dapat
dikembangkan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat secara
berkesinambungan.

(3) Pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pemmusan dan penetapal kebijakan pemberdayaan Industri Kecil dan

Industri Menengah;
b. penumbuhan wira usaha baru Industri Kecil dan Industri menengah;
c. penguatan kapasitas kelembagaan Industri Kecil dan Industri

Menengah;
d. peningkatan keriasama dan kemitraan usaha Industri Kecil dan Industri

Menengah;
e. pemberian fasilitas kepada Industri Kecit dan Industri Menengah; dan I
f. pengembangar aumber pembiayaan bagi lnduetri Kecil dan tndustrif

Menengah.
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BAI} IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Masya.rakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan da.n
pengawasan pembangunan Industri di Daerah.

(2) Peran serta sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) diwujudkan dalam
bentuk:
a. pemberian saran, pendapat dan usul; dan
b. penyampaian informasi dan laporan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang industri melakukan pembinaan dan pengawasan berupa evaluasi,
monitoring, pemantauan dan laporan terhadap pelaksanaan pembangunan
Industri di Daerah.

Pasal 16

(1) Bupati menyampaikan laporaar pelaksanaan RPIK kepada Gubemur
Sulawesi Selatan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) i,aporan pelaksanaan RPIK, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
meliputi:

a. pertumbuhanlndustri;
b. konstribusi sektor Industri terhadap pajat Daerah dan retribusi Daerah;
c. penyerapan tenaga ke{a sektor Industri;
d. ekspor produk lndustri;
e. realisasi investasi sektor Industri; darl

f. permasalahan dan langka-h-langkah penyelesaial rnasalah di sektor/
tndustri. l.

BAB XI

PENDANAAN

Pasa.l 17

Pendanaal dalam pelaksanaan RPIK, bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat
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BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam kmbaran Daerah Kabupaten Tana
Tora,ia.

Ditetapkan di Makale

26 Jur,r 2026

BEG

Diundangkan di Makale

26 Juni 2026

AERAH KABUPATEN TANA TORAJA.

KAE}UPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA PROVINSI
SU I SELATAN NOMOR B.HK,02.012.26.

i

pada

S

N
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTzu KABUPATEN TAHUN 2026-2046

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian telah
meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dar memberikan peran
yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan industri
nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan
perekonomian nasionat untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar
ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian pasal 8 ayat (1),
telah diterbitl<an Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2O1S tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya
disebut RIPIN 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa
depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri
secara terencana hingga ke daerah.

Penyusunan Rencana Induk pembangunan lndustri Nasional (RIplN)
Tahun '2O15-2O25 tersebut akarl ditindaldanjuti dengan penyusunan
Rencana Pembalgunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan
Pasal 1 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, bahwa
setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana pembangunan Industri
Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana pembangunan tndustri
Kabupaten/Kota mengacu pada Rencara Induk pembagunan Indutd (RIplN)
Tahun 2015-2035 serta sejalan dengan Rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana pembangunan Jangka Menengal
Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota.

Pasal 5 Peraturan Menteri perindustrian Nomor 11O/M_
IND/PER/ 12/2015 tentang pedoman penyusunan Rencana pembangunan
Industri Provinsi dan Rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota
mengatur bahwa Rencana pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun
dengan memperhatikal:
a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri

Nasional;
b. Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten/Kota dan

Rencana Pembangunan Jalgka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
c. potensi sumber daya industri Daerah;
d. Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi daI,I Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten / Kota;
e- keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya

dukung lingkungal; dan
f. proyeksi penyerapan tenaga kerJa, dan pemanfaatan lahan untuk industri.
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Dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah, khususnya
peningkatkan pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan hilirisasi
industri untuk meningkatkan niiai tambah, dengan mengolah potensi sumber
daya alam dan mineral tersebut tersebut, dengan menyusun perencanaan
pembangunan industri yang komprehensif dan futuristik. I(abupaten Tana
Torqia merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang mempun),ai
potensi sumber daya alam berupa hasil perkebunan diantaranya kopi,
ma-rkisa, tamarillo dan tanaman lainnya. Disamping itu Kabupaten Tana
Tora-ja juga dikenal dengan budaya dar kearifan lokal, salah satu diantaianya
adalah produk kerajinan berupa tenun adat, ukiran kayu, kera-jinan anyarnan
dan manik.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten ini disusun dengan
memperhatikan beberapa aspek yang memiliki relevansi yang cukup kuat
dengan pembangunan industri daerah, terdiri atas:
a. pembangunan industri di Kabupaten Ta.na Torqja, sebagai bagian dari

pembangunan industri nasional;
b. peningkatan nilai tambah sumber daya industri secara optimal, metalui

pembangunal industri unggulan;
c. mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal melalui industri kreatif

sebagai landasan filosofis pembangunan industri di Kabupaten Tana Toraja;
d. mengembangkan industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan

lingkungan;
e. mengembangkan industri sebagai salah satu upaya dalam memberikan

lapangan usaha dan penyerapan tenaga keia;
I pemberian iklim usaha yang kondusif darr pemberian fasilitasi dalam upaya

pembangunan industri; dan
g. pemberdayaan masyarakat dalam, khususnya masyarakat pedesaan dalarn

pembinaan dan pengembangan industri kecit, khususnya industri kreatif.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukupjelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukupjelas.
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 44

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 1 1

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukupjelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.
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LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANA TORAJA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANC
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN ^I AIIU N 2026. 20 46

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2026-2046

BAB 1

PENDAHULUAN

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional,
karena telah mampu memberikan kontribusi signifkan dalam peningkatan nilai
tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang
besar dalam pembentukan daya saing nasional. Sektor industri, khususnya lndustri
Keol dan Menengah (lKM) telah mampu memberikan kontribusi yang signifkan,
khususnya dalam pemberian kesempatan berusaha dan penyerapan ten,ga. lndustri
Kecil dan Menengah (lKM) terbukti menjadi penopan ekonomi nasionat, diaaat terjadi
resesi ekonomi

Walaupun selama ini sektor industri telah memberikan kontribusi yang
signifikan, namun masih mempunyai bebrapa kendala atau permasalaiani
Pembangunan lndustri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat
sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung
pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan
tenaga kerja, peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut, akan dapat
dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu:

1,1. LATAR BELAKANG

Masih lemahnya daya saing industri nasional,

Belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional,

Kegiatan industri masih terkonsenlrasi di pulau Jawa,

Belum optimalnya peran pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor
industri

1.

2.

4.

Undang - Undang No.3 Tahun 2014 tentang perindustrian disusun dengan
tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-Undang tersebut memberiian
peran yang lebih besar terhadap pemerintah dalam mendorong kemajuan industri
nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan sebagai jawaban terhadap
gagalnya mekanisme pasar dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh
lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari Negara lain yang lebih dahulu maju.
Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustriin,
peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan
secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan.
Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah
kebtakan pemeriniah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi
seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Pembangunan sektor industri telah memiliki landasan hukum berupa Undang-
undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sabagai pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang merupakan penjabaran operasional
Undang-Undang Dasa|l945, khususnya Pasal 33 ayat (1) perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar alas asas kekeluargaan dan ayat (4) perekonomian
nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
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kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, beMa,,vasan lingkungan,
kemandirian, serla dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.

Penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
tersebut dilakukan, karena tidak sesuai lagi dengan perobahan paradigma
pembangunan induslri serta untuk mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan
slrategis, baik yang bersifat intemal maupun eksternal. Disamping itu, kebutuhan
terhadap perangkat kebijakan sesuai perkembangan zaman meniadi faktor pendorong
digantinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, menjadi Undang-Undang No. 3
Tahun 2014 tentang perindustrian.

Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan
arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan
bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri
nasional. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam
pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri
nasional yang sistematis, komprehensit dan futuristik.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang
perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan
dilakukan secara proaktif dan terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu
dokumen perencanaan. Pasal 8 mengisyaratkan bahwa secara nasional perlu disusun
Rencana lnduk Pembangunan lndustri Nasional (RtPtN), selanjutnya datam pasal 1O
gubernur menyusun Rencana Pembangunan lndustri Provinsi (Rplp) dan pasal 11
bupati^,valikota menyusun Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten/Kota (RplK).

Rencana lnduk Pembangunan lndustri Nasional (RlPlN) disusun sebagai
pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1, Undang-Undang No.3 Tahun 20.14, dan menjadi
pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perenelnaan pembangunan
industri sehingga tercapai tujuan p€nyelenggaraan perindustrian yaitu:

1. Mewujudkan lnduslri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasionat,

2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur lndustri,

3. Mewujudkan lndustri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta beMawasan
lingkungan;

4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah
pemusatan atau penguasaan lndustri oleh satu kelompok atau perseorangan yang
merugikan masyarakat;

5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

6. Mewujudkan pemeralaan pembangunan lndustri ke seluruh wilayah lndonesia guna
memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan

7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakal secara berkeadilan.

RIPIN tersebut ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan
lndustri Propinsi dan Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten/Kota, sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal '11 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian, bahwa setiap Gubemur menyusun Rencana Pembangunan
lndustri Propinsi dan BupaliMalikota menyusun Rencana Pembangunan lndustri
Kabupaten/ Kota. Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan lndustri dan/alau
Kabupaten/Kota, mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik lndonesia
Nomor 11o/M-lNDIPEN12l2O15, tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan lndustri Propinsi dan Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten Tana Toraja ini disusun dengan
mempefiatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup
kuat dengan pembangunan industri daerah, diantaranya :
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'l. Dinamika Terkait Sektor lndustri

a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan

penduduk

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang

konsumsi 
-dan 

industri pendukungnya, termasuk industri komponen Selain itu,

komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif. yang lebih besar

merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri daerah Peningkatan

potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan

kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang

dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia berhubungan dengan

alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat

atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas

masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, lndustri yang

memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki

berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, kelerampilan, dan/atau

bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal.

Pemerintah bertanggungjawab mengembangkan' memanfaatkan, dan

mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan
perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari
pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Pedindungan warisan budaya
yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas sosial budaya dari
pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan
perlindungan, ketentraman, dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap
warga negara secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam
berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan
mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok
yang merugikan masyarakat.

Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat
memperkuat dan memperkukuh ketahanan daerah serta mewujudkan pemerataan
pembangunan industri ke seluruh wilayah daerah dengan memperhatikan kenyataan
keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh
wilayah kabupaten berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta
memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara
kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

c. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi dimasa depan akan difokuskan pada nanotechnology,
biotechnology, infotmation technology dan cognitive science, dengan fokus aplikasi
pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut
akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri daerah sehingga perlu
disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai,
diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D),
termasuk sinergi antara pemerinlah, pengusaha dan akademisi.

d. Globalisasi proses produksi

Globalisasi berdampak pada pelibatan industd daerah dalam rantai pasok global
dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak daerah
dan negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur
perdagangan antar daerah dan negara. Keterlibatan industri daerah dalam rantai
pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian
dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri daerah
meniadi sangat penting di masa depan.
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e. Kelangkaan energi

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan
pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi
serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan
yang murah dan aman.

f. Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan

Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah
mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan
biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh
oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat
penelitian dan pengembangan, agar bisa menggunakan bahan baku yang lain,
termasuk menggunakan proses recoyely.

g. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri da masa depan, pembangunan
industri hijau lgreen industry) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi
eco product, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, se(a bahan-
bahan berbahaya.

h. Peningkatan kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah
penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak
hanya dari sisi kuantitas, tetapijuga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat
dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif
dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga
semakin tinggi.

i. Paradigmamanufaktur

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur
dari mass production menjadi mass customization, dimana perhatian pertama
diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan
kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan
harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian,
perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi market
acceptability.

j Alih daya produksi dan kolaborasi

Proses alih daya (outsourcing) merupakan suatu alternatif yang berkembang,
bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses
produksinya di negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya
outsourcing tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan
sumberdaya manusia lpeople outsou rcing\.

k. Ketersediaan tenaga kerja kompeten

Dengan adanya pasar bebas tenaga kerja yang telah diberlakukan di regional
ASEAN pada akhir tahun 2015 metatui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka
pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang
dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta
didukung dengan pemberlakukan Standar Kompetensi Kerja Daerah lndonesia
(sKKNr).

2. PengembanganPerwilayahanlndustri

Wilayah Pengembangan lndustri (Wpl) diketompokkan berdasarkan keterkaitan
backward dan forulard sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan
.iangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Wilayah lndonesia dibagi
kedalam 10 (sepuluh) WPl, salah satu diantaranya adalalah Wpl Sulawesi Bagia-n
Selatan, yang meliputi Propinsi Sulawesi Selatan dan Sutawesi Barat. pada setiap Wet,
industri dikembangkan melalui pengembangan kawasan industri dan pengembangan
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sentra industri kecil menengah. Pembangunan kawasan industri dapat dilakukan pada

Wilayah Pusat Pertumbuhan lndustri (WPPI) di setiap WPl.

3. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau deserlralisasi sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.
Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan
memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah kabupaten untuk
mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan
ketidakmerataan penyebaran industri di wilayah Kabupaten Tana Toraja Sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian, bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan
lndustri Propinsi dan BupatiMalikota menyusun Rencana Pengembangan lndustri
Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dipandang perlu untuk
menyusun Rencana Pembangunan lndustri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 -
2046.

Dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana
Pembangunan lndustri Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026 - 2046 diantaranya :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun '1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20'11 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah dirobah terakhir dengan Undang-Undang Nomo|l3 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6801);

3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 20'14 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 20'14 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5492);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemba€n
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomot 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 fahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6887);

6. Undang-Undang Nomor 147 fahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik lndonesia lahun 2024
Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 7084);

7. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana
lnduk Pembangunan lndustri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5671);

8. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang
Pembangunan Sumber Daya lndustri (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun

1,2, DASAR HUKUM.


